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ABSTRAK
Nama : A. Khaerul Fahmi
Nim : 10500113057
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak DiBawah Umur (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr).
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana
pencabulan terhadap anak. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam
beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) faktor-faktor yang
menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku
pencabulan terhadap anak. 2) kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (studi putusan nomor
38/Pid.Sus/2016/PN.Enr).
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan
antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber
data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini
tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer
yang bersumber dari Hakim di Pengadilan Negeri Enrekang.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana dalam perkara Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr menggunakan
pertimbangan yuridis dan non yuridis. 2) Dalam putusan hakim menggunakan pasal
82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Implikasi Penelitian yakni 1) bagi penulis yakni agar kiranya proses dan hasil
penelitian ini dapat menambah  pengetahuan ilmiah 2) Bagi institusi yakni Agar
kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi
keilmuan dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak
pidana pencabulan 3) bagi masyarakat yakni di harapkan dapat bermanfaat dan
dijadikan  sebagai referensi dan bahan rujukan pengetahuan untuk meningkatkan
khazanah keilmuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap tindak pidana pencabulan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia merupakan mahluk sosial (homo socius). Semenjak manusia
dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita
kenal sebagai masyarakat.1 Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki
berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan
lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang
terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu satu dengan
individu lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang
untuk melakukan suatu kejahatan.
Kejahatan yang kini marak dilakukan yaitu mengenai tindak pidana
penipuan, pembunuhan, penganiayaan maupun tindak pidana yang melanggar
kesusilaan. Peningkatan kejahatan tidak dapat di dihindari, dikarenakan bentuk
perubahan sosial yang mendorongnya.
Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan
masyarakat dewasa ini yaitu pencabulan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak
sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu
kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia ( HAM). Korban
pencabulan anak, yang notabene secara fisik  belum mempunyai daya tarik
seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi
kesehatannya mengakibatkan trauma terhadap korbannya  baik secara fisik
1Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), h.1.
2maupun psikis. Pencabulan merupakan suatu tindakan  yang dilakukan oleh
seseorang yang didorong oleh keinginan seksual  untuk melakukan hal-hal yang
dapat. Membangkitkan hawa nafsu, sehingga  menimbulkan kepuasan pada
dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang.
Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun
wanita, merupakan salah satu masalah sosial masyarakat.
Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada
psikologi maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak
psikologis pada anak-anak akan melahiran trauma berkepanjangan yang kemudian
dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan,
perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan
mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi  suatu  kenangan  buruk
bagi anak korban pencabulan tersebut.
Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan
bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Sesuai dengan Pasal 28 G ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945:
“Setiap orang berhak untuk atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, sertaberhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untukberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 2
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab X A pasal 28 G ayat (1)
3perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan
sosial.3
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2
menjelaskan:
“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi”.
Disebutkan juga dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014
tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa:
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.4
Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatan perhatian
serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum.
Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas
dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian  sebagai aparat penegak hukum
guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.
Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang
setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut walaupun pelakunya
adalah seorang anak sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan
tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera
bagi pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang
3 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.3.
4 Republik Indonesia. “Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
(Jakarta: Permata Press, 2015), h.65.
4lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Karena suatu ancaman sanki
yang cukup berat.
Benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi
diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga
tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak
melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.
Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan
terhadap Anak di Bawah Umur (Studi kasus putusan no.38/ pid-sus/Pn.Enr)”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan
Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No.38/Pid-Sus/2016/PN Enr)”.
Adapun fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah faktor yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana pencabulan terhadap anak. Dan juga kesesuaian putusan hakim dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas penyempurnaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Adapun deskripsi fokus yaitu :
1. Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan  sesuatu  yang oleh  peraturan perundang-undangan  dinyatakan
sebagai perbuatan yang terlarang  dan diancam dengan pidana.5
5 Sastrawidjaja Sofjan,Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan
Pidana (Jakarta: CV Armico, 2008 ),  h.115
52. Pencabulan atau perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan,baik
yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai
dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang
dapat merangsang nafsu seksual.6
3. Anak adalah seseorang yang  belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.7
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan
masalah yang akan dibahas adalah :
1. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016??
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skipsi ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun
penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:
Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan
menjelaskan bahwa Perbuatan Cabul (ontuchtigehandelingen) adalah segala
macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan
6Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta: Raja Grafindo,2008), h. 80
7Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
6pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian
tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau
menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut
seorang perempuan dan sebagainya. Pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih
luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana menurut Huge Raad mengandung
pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki, dan alat kelamin perempuan, dimana
disyaratkan masuknya penis kedalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan
sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai sebagai berikut:
a. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah
umur.
b. Mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016.
2. Kegunaan Penelitian
Setelah tujuan penelitian ini tercapai, maka kegunaan yang akan di
hasilkan adalah sebagai berikut :
a. Diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum
pidana di Indonesia khususnya untuk mengurangi tindak pidana pencabulan
terhadap anak
7b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan
referensi bagi siapa saja yang membutuhkan.
8BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Delik atau tindak pidana dalam bahasa Belanda strafbaar feit. Selain dari pada
istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu delict yang
berasal dari bahasa latin delictum, dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah delik.
Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit itu,dalam
Bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat di temukan dalam beberapa
buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu:
peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang
dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.1
Beberapa pendapat pakar hukum mengenai tindak pidana, menurut VOS,
delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan
menurut Prof.Mr.G.A Van Hamel tindak pidana ialah suatu serangan atau suatu
ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Prof.Mr.D.Simons Tindak
Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan
sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
1Sastrawidjaja Sofjan, Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan
Pidana(t.t. CV Armico,t.th) h.111
9tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu
tindakan yang dapat dihukum.2
Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan
terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
Menurut Utrech, Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana yang sering juga ia
sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau
suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan
karena perbuatan atau melalaikan itu).3
Beberapa pengertian straftbaar feit dari para pakar hukum dari barat (Eropa)
yakni:
a. Van Hamel
Kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalamwet, yang
bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan
kesalahan.4
2 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah memahami Hukum pidana (Rencana: Jakarta,
2008), h.37
3Efendi Erdiant, Hukum Pidana  Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.
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4Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, (Jakarta:Cetakan ke-8, 2008),hlm. 61.
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b. Hazewinkel Suringa
Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam
sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan
oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang
terdapat di dalamnya.
c. Pompe
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan
sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan hukum5
Berdasarkan dari pengertian mengenai perbuatan pidana atau tindak pidana,
dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang
melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan
sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik di dalam
undang-undang maupun di dalam peraturan daerah.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana
terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat
diutarakan sebagai berikut :
5 P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,
Cetakan ke-4, hlm. 182.
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a. Unsur subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum
pidana menyatakan tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang
dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga,
yakni :
a) Kesengajan sebagai maksud (oogmerk);
b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidbewutstzijn);
c) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantulais).
Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni :
(a) Tak berhati-hati ;6
(b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.
b. Unsur objektif
Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang
dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.7
6Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Idonesia, h. 194.
7R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Cet. XVII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012),
h. 175.
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Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
a) Perbuatan manusia, berupa :
(a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
(b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan
yang mendiamkan atau membiarkan.
b) Akibat (result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan,
kemerdekaan, kehormatan, dsb.
c) Keadaan-Keadaan (circumstances)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
(a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
(b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan yang membebaskan si pelaku
dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan
dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.
Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan
unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia,
yaitu berupa.
a. Suatu tindakan;
b. Suatu akibat;
c. Keadaan (omstendigheid).
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Selanjutnya Satochid menyatakan kesemuanya itu dilarang dan diancam
dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur
dari perbuatan yakni :
a) Kemampuan untuk dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid)
b) Kesalahan (Schlud).8
Menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif
dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut : “yang
dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan, yaitu dalam
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah;
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seprti yang dimaksud
di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam
kejutan-kejutan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte road seperti yang misalnya
yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
8Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Idonesia, h. 194-195.
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Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :
1) Sifat melawan hukum atau wederechtelijk;
2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam
kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu
kenyataan sebagai akibat.
Berangkat dari apa yang telah dijelaskan diatas, meskipun diantara satu sama
lainnya secara berbeda-beda pendapat dalam merumuskan unsur-unsur perbuatan
pidana. Maka menurut hemat penulis seluruh unsur delik tersebut merupakan satu
kesatuan. Salah satu9 unsur tidak terbukti dan unsur yang paling urgent untuk
perbuatan pidana (ditilik dari sudut objektif) menurut Apeldoorn adalah sifat
melawan hukumnya. Jika tidak tebukti maka tak ada perbuatan pidana. Menurut
penulis menyebabkan terdakwa harus dibebaskan. Selanjutnya, mencermati pendapat
dari pendapat Satochid dan Laminating tentang unsur-unsur delik diatas, maka
pendapat Satochid yang memasukkan toerekeningsvatbaarheid sebagai unsur
subjektif kurang tepat. Hal ini karena tidak semua toerekenigsvatbaarheid bersumber
dari si pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari overmacht atau ambttelijk
bevel (pelaksanaan perintah jabatan). Sedang pendapat laminating, yang menjelaskan
bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku adalah tepat,
9Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Idonesia, h. 196.
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tetapi apa yang tersebut pada butir 2, 3 dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya
menurut penulis termasuk “kesengajaan” pula.10
3. Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian Pemidanaan
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang
dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu
straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata,
administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang
berkaitan dengan hukum pidana. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang
dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan
tujuan akhir tetapi tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan
karena dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan
tindakan dapat menjadi suatu yaitu memperbaiki pembuat. Pengertian pemidanaan
adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.
Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan”
diartikan sebagai penghukuman.
2. Teori-Teori Pemidanaan
Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu
sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian
ditambah dengan golongan teori gabungan
10Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, h. 197.
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a. Teori Pembalasan
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah
melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang
mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat,
namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Teori absolut atau teori
pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:
1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan
dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si
pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu
bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan
oleh si pembuat kejahatan.
2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut
teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan.
Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan
yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana
yang ringan.
b. Teori Tujuan
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud daripemidanaan, yaitu
untuk perlindungan masyarakat atau pencegahanterjadinya kejahatan.Artinya,
dipertimbangkan juga pencegahan untukmasa mendatang. Penganjur teori ini
antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan
mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan
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penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda
sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana
dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari
yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat
tadi, agar menjadi baik kembali.
c. Teori Gabungan
Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada
perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori
gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja
untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan
harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada
masyarakat. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan
penderitaan jasmani juga psikologis, yang terpenting adalah memberikan
pembinaan dan pendidikan.
B. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan
1. Pengertian Pencabulan
Kata “susila” dalam Bahasa Inggris adalah moral, ethics dan decent
diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan kesopanan, kata ethics
diterjemahkan kesusilaan, dan kata decent di terjemahkan  kepatuhan. Jika diamati
dengan cermat ternyata “ethics” lebih sempit dari “moral”. Moral merupakan
pertimbangan atas baik atau tidak baik sedang etika merupakan ketentuan atau norma
perlaku.
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Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala macam
wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada
orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh
lainnya yang dapat merangsang nasfu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau
menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang
perempuan dan sebagainya.11
2. Unsur-Unsur Pencabulan
Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh
dengan anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:
a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap
orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan
ialah sebagai berikut :
a) Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
b) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus).
11 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2007)
Hal.80
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c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya
diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk
bersetubuh dengan seorang anak (korban).
d) Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut
dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya
untuk menyetubuhi korbannya.
3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pencabulan
Terhadap Anak
a. Menurut Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam KUHP, landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur
dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3),Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan
Pasal 295 KUHP.
Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :
Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun (2) Barang siapa
melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya
harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya
tidak jelas, yang bersangkutan  belum waktunya untuk kawin;
Pasal 292 berbunyi :
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama
kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum
20
lima belas tahun atau kalau umurya tidak jelas yang bersangkutan belum
waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.
Pasal 293 berbunyi :
(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,
menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan  keadaan, atau
dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik
tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan  dilakukan  perbuatan
cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau
selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap  dirinya
dilakukan kejahatan itu.
(3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-
masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
Pasal 294 ayat (1) berbunyi :
(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul, dengan anaknya, anak tirinya, anak
angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang
pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya  diserahkan kepadanya ataupun
dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan
pidana penjara paling lama 7 tahun.
Pasal 295 berbunyi :
(1) Diancam :
1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal
anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau dibawah pengawasannya yang
belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya
diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya
yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan  dan
mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal
dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam
butir 1 tersebut diatas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya
belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau
memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencabulan  atau
kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga
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1. Menurut undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
anak Jo Undang-undang RI no.35 tahun 2014 tentang Peubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 serta
Pasal 82.
Pasal 81:
(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksakan anak melakukan persetubuhan  dengannya atau dengan orang
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
paling singkat 3 (tiga) tahun dan  denda paling banyak Rp.300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah)
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi
setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain.
Pasal 82 :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)
Dalam Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pencabulan
terhadap anak diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan
Anak 2014 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :
Setiap orang  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 76
C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
Sedangkan, bunyi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah)
2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) di lakukan
oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dan ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai
pengertian perbuatan cabul. Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama
ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima
belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan
dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana
maksimal 15 ( lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal
sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).Yang lebih khusus dalam Undang-
undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua,
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wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3
(sepertiga).
C. Tinjauan Umum Mengenai Anak
1. Pengertian anak
Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak
belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang
dewasa pada umumnya. Anak merupakan  generasi yang dipersiapkan  sebagai subjek
pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang  kendali masa depan
suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.
Pengertian anak banyak dijumpai dalam perundang-undangan di Indonesia.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), orang belum dewasa
adalah mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap
21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
pada Pasal 1 angka 2 menentukan:
“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan
belum pernah kawin”.
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-
Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  menentukan bahwa:
“Anak adalah seseorang yang belum  berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak
yang masih dalam kandungan”.
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Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses
penyelesaian perkara ”anak yang berhadapan dengan hukum”, terdiri atas :
1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak
pidana (Pasal 1 angka 4)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidanayang selanjutnya disebut anak saksi adalah
anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang
pengadilan tentang suatu  perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau
dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).12
2. Anak Sebagai Korban Pencabulan
Usaha pelindungan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi:
a. Melarang orang yang melakukan  persetubuhan dengan orang yang belum dewasa
yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang
bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun
meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara
mereka.
b. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam Pasal 290
KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan
12Wiyono.R,.Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta,2016).Hal.16
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perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima
belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang
dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri  atau anak
asuhnya  atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada
di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakuakn oleh pejabat,
pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dipenjara dan
sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan  atau instansi
yang terkandung dalam Pasal 294 KUHP.
Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan
tersebut yang diberikan didalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :
a) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara
kekerasan atau ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (1).
Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara
apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu, menipu serta mengiming-imingi
anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2)
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b) Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun
misalnya dengan cara kekerasan, membujuk, mampu dan sebagainya dengan
maksud agar anak  dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82.13
Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga
disebut dengan chid molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:
(a) Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan
mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
(b) Frustated : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi
melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering
terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa
tidak seimbang dengan istrinya.
(c) Sociopathic : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatanya dengan orang
yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan
agresif yang terkadang muncul.
(d) Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan
seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau
kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration).
(e) Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.
13http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html, diakses pada
tanggal 14 februari 2016 pukul 22.27 Wita
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D. Ketentuan UU No. 17 Tahun 2016 Mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku
Pencabulan Terhadap Anak
1. Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan atas
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Dengan
pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara
signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan
pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan,
ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi
pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum
memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara kompherensif terjadinya
kekerasan seksual terhadap anak.14
Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014. Atas pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo
pada tanggal 26 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang kemudian
diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 Mei
2016.
14 www.setkab.go.id diakses pada tanggal 10 maret 2018 pada pukul 23.15 Wita.
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2. Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
adalah dalam pasal 81, sehingga berbunyi :
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
l(setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap
Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain;
3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh
anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menganangi perlindungan anak,
atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);
4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , penambahan 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah
dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76D;
5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan
korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,
penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban
meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling
singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas
pelaku;
7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai
tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
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8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan
pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Selain itu, diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
81A yang berbunyi sebagai berikut:
1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana
tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana
pokok;
2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan
secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang hukum, social, dan kesehatan;
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi
diatur dengan Peraturan Pemerintahan.
Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E
dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh
anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,
atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selain terhadap pelakusebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah
dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal
76E.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan
korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,
penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban
meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 4
(6) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4)
dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi
elektronik.
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan
pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(9) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.
Diantara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Undang-Undang ini, disisipkan 1
(satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama
dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan
secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang bukum, social, dan kesehatan;
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan
Peraturan Pemerintahan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian hukum normatif yaitu kajian yang menelaah peraturan perundang-
undangan mengenai anak baik dalam Undang-undang Perlindungan Anak maupun
dalam KUHP.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah
dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian
yang dipilih  penulis di Kabupaten Enrekang yaitu pada Pengadilan Negeri
Enrekang. Adapun alasan mengapa memilih lokasi ini dikarenakan kasus
pencabulan mengenai putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr terjadi di wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Enrekang dan kasus ini diadili di Pengadilan Negeri
Enrekang.
B. Metode Pendekatan
1. Pendekatan Yuridis
Pendekatan yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang
diteliti. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas
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penyempurnaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, dan Kitab Undang-Undang Pidana Anak (KUHP).
2. Pendekatan Kasus (case approach)
Pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan dengan menganalisis suatu kasus
putusan pengadilan  yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan
Negeri Enrekang nomor 38/Pid.Sus/2016/Pn.Enr.
C. Sumber Data
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Yaitu
hasil wawancara dengan hakim yang mengadili kasus pencabulan
berdasarkan putusan nomor 38/Pid.Sus/2016/Pn.Enr
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti
buku, jurnal, kaya ilmiah, internet, salinan putusan dan berbagai sumber
lainnya yang terkait dan membangun penelitian ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu :
1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara
langsung.1Melakukan wawancara dengan hakim untuk mendapatkan
informasi mengenai putusan nomor 38/Pid.Sus/2016/Pn.Enr.
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini  adalah salinan putusan
Pengadilan Negeri Enrekang nomor 38/Pid.Sus/2016/Pn.Enr.
1 Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),
h.58
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E. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu :
1. Reduksi data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori
atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data
dalam bentuk yang diinginkan seperti  memberikan  penjelasan dan
analisis
3. Pengambilan keputusan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi
dan disajikan
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis deskripsi kualitatif
yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan mendeskirpsikan/ membahas
hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi
Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
Sebelum menguraikan mengenai faktor pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak
dalam kasus putusan  Nomor: 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr, maka perlu diketahui terlebih
dahulu identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan, dan tuntutan Jaksa Penuntut
Umum, yaitu sebagai berikut:
1. Identitas Terdakwa
Nama : Salman alias Salama bin Kuta
Tempat lahir : Cakke
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/ 01 Juli 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan
Anggeraja, Kabupaten Enrekang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu
Pendidikan : SMP (tidak tamat).
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2. Posisi Kasus
Bermula pada tahun 2014 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat
lagi dengan pasti, sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa SALMAN alias SALAMA bin
KUTA memanggil saksi korban Jefriansyah alias Feri yang waktu itu masih duduk
dibangku kelas 6 Sekolah Dasar dengan mengatakan  “sini ko!” sehingga saksi
korban Jefriansyah alias Feri menuju ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa
mengajak saksi korban masuk kedalam kamar lalu mengunci pintu. Ketika saksi
korban telah berada didalam kamar selanjutnya terdakwa merayu saksi korban
dengan mengatakan “Cuma kamu yang saya suka” sambil membuka celana saksi
korban lalu menarik dan membaringkan saksi korban diatas tempat tidur kemudian
mengganjal pinggul saksi korban dengan bantal selanjutnya memasukkan alat
kelamin (penis) nya kedalam anus saksi korban. Karena saksi korban merasa
kesakitan sehingga saksi korban berusaha untuk melepaskan/mengeluarkan Penis
terdakwa dari anusnya dengan cara menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga
akhirnya penis terdakwa keluar dari anus saksi korban. Ketika penis terdakwa telah
keluar dari anus saksi korban, terdakwa hendak memasukkan lagi penisnya kedalam
anus saksi korban  namun saksi korban menolaknya karena merasa sakit pada
anusnya lalu saksi korban bangun kemudian mengambil dan memakai celananya
kembali, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.
300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
Selanjutnya pada tahun 2015 yang hari, tanggal, bulan dan waktunya juga
sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti ketika itu saksi korban  Muh. Arif Johari
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alias Asep bin Johari murid kelas IV Sekolah Dasar bersama saksi korban Aiman
Wijaksana alias Aiman bin Jisman murid kelas III Sekolah Dasar sedang makan di
kantin sekolahnya yakni SDN 157 Cakke, sedangkan terdakwa sedang bekerja
disekolah tersebut, kemudian terdakwa melihat kedua saksi korban lalu
memanggilnya dengan mengatakan “sini ko dulu!” lalu kedua saksi korban mendekati
terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “mau ko uang ?” sehingga saksi korban
Aiman Wijaksana alias Aiman bin Jisman menjawabnya dengan mengatakan “iya”
selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Aiman Wijaksana alias Aiman bin
Jisman bersama saksi korban Muh. Arif Johari alias Asep bin Johari menuju ke kebun
salak yang berada di belakang Sekolah Dasar Negeri 157 Cakke tersebut. Setelah
terdakwa bersama kedua saksi korban tersebut sampai dikebun salak selanjutnya
terdakwa menyuruh saksi korban Aiman Wijaksana alias Aiman bin Jisman
membuka celananya namun saksi korban Aiman Wijaksana alias Aiman bin Jisman
menolaknya sehingga terdakwa kembali membujuk saksi korban Aiman Wijaksana
alias Aiman bin Jisman dengan mengatakan “mau ko kah uang ?” dan akhirnya saksi
korban Aiman Wijaksana alias Aiman bin Jisman mau membuka celananya.
Ketika saksi korban Aiman Wijaksana Alias Aiman Bin Jisman telah
melepaskan celananya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membungkukkan
badan sambil membelakangi terdakwa sedangkan terdakwa berdiri dari arah belakang
saksi korban sambil memasukkan kepala penisnya ke lubang dubur / Anus saksi
korban lalu menggoyang-goyangkannya, tak lama kemudian selanjutnya terdakwa
memanggil saksi korban Muh. Arif Alias asep bin Johari namun saksi korban
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mengatakan “mauki apa ?” lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “buka
sajami ra, maukokah uang?” sehingga korban Muh. Arif Alias Asep saat itu juga
membuka celananya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membungkukkan
badan sambil membelakangi terdakwa sedangkan terdakwa berdiri dari arah belakang
saksi korban sambil memasukkan kepala penisnya ke lubang dubur/ Anus saksi
korban lalu mengangkat saksi korban dan menggoyangkan-goyangkan penisnya, hal
tersebut membuat anus saksi korban terasa sakit sehingga saksi korban berontak dan
langsung menghindari terdakwa dan memakai celananya kembali.
Setelah terdakwa mencabuli kedua saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa
memberikan uang kepada kedua saksi korban masing-masing sebesar Rp 50.000,-
(lima puluh ribu puluh rupiah).
Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 dan pada hari minggu
tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa yang saat itu sedang
duduk ditangga rumahnya melihat saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin Basuki,
saksi korban Haryanto Marini Alias Anto dan saksi korban Riaxi Riyadi Bin
Supriyadi datang ke rumahnya sehingga terdakwa langsung mengajak para saksi
korban tersebut masuk kedalam kamar tidurnya dan setelah didalam kamar, pertama-
tama terdakwa menyuruh saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin Basuki naik ke
tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban Fadlan hingga
telanjang bugil selanjutnya terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang lalu
menyuruh saksi korban Muh. Fadlan untuk baring dan mengganjal pinggul saksi
korban dengan bantal, setelah itu terdakwa kemudian memasukkan kepala penisnya
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yang sudah tegang kedalan anus saksi korban Fadlan, hal tersebut membuat anus
saksi korban Fadlan Basuki berdarah.
Oleh karena saksi korban Muh. Fadlan basuki merasa tidak sanggup menahan
rasa sakit pada anusnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Haryanto
Maroni Alias Anto yang saat itu juga berada di tempat tidur terdakwa untuk
membuka celananya dan setelah celana saksi korban Haryanto Maroni Alias Anto
terbuka selanjutnya terdakwa juga memasukkan kepala penisnya yang masih dalam
keadaan tegang ke dalam anus saksi korban Haryanto Maroni Alias Anto, hal tersebut
dilakukan terdakwa secara bergantian dan berpindah-pindah terhadap kedua saksi
korban sehingga terdakwa merasa puas dan menumpahkan spermanya diatas seprei
tempat tidurnya.
Setelah mencabuli kedua saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa
memberikan uang kepada kedua saksi korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah).
Selanjutnya pada hari berikutnya terdakwa kembali mencabuli/mensodomi
saksi korban Muh. Fadlan Basuki namun karena anus saksi korban masih sakit
sehingga terdakwa menyuruh saksi korban Muh. Fadlan Basuki untuk menhisa
penisnya kemudian menyuruh saksi korban Riaxa Riyadi Supriyadi untuk
menggocok-gocok penis terdakwa hingga air mani terdakwa keluar dan tumpah diatas
tempat tidur terdakwa.
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Setelah mencabuli kedua saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa
memberikan uang kepada kedua saksi korban sebesar Rp 150.000,-(seratus lima
puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi korban Muh. Fadlan Basuki.
Pada hari rabu tanggal 30 Desember 2015, ketika itu saksi korban Muh.
Faathir Alias Fatir Bin Suprianto sedang bermain dilapangan Andi Liu kemudian
bertemu dengan saksi korban Syahrul Bin Dodi Alias Arul, saksi korban Muh. Fadlan
Basuki dan saksi Yusril kemudian saksi korban Muh. Fadlan Basuki menceritakan hal
yang telah dilakukan terdakwa terhadapnya yang kemudian diberi imbalan berupa
uang oleh terdakwa, sehingga pada saat itu juga para saksi korban dan saksi langsung
menuju rumah terdakwa.
Sesampainya dirumah terdakwa selanjutnya saksi korban Syahrul Bin Dodi
Alias Arul memanggil terdakwa sehingga terdakwa langsung membuka pintu
rumahnya dan menyuruh para saksi korban dan saksi masuk kedalam rumahnya
selajutnya menuju kamar tidur terdakwa.
Setelah didalam kamar terdakwa kemudian melepas celananya lalu menyuruh
saksi korban Muh. Faathir Alias Fatir Bin Suprianto membuka celananya dan naik
ketempat tidur namun saksi korban Muh. Faathir menolaknya sehingga terdakwa
membujuk saksi korban dengan mengatakan “ayomi ra” kemudian saksi korban
menjawabnya “tidak mauka sakit” namun terdakwa menjawabnya lagi dengan
mengatakan “tidak ji na sakit” sehingga saksi korban naik ketempat tidur terdakwa.
Setelah ditempat tidur selanjutnya terdakwa menyuruh sasi korban berbaring
dan setelah saksi korban baring kemudian terdakwa mulai memasukkan kepala
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penisnya yang sudah tegang kedalam anus saksi korban namun saksi korban Muh.
Faathir merasa kesakitan dengan mengatakan “tidak mauka, sudahmi, sakit, mauka
pulang” sehingga terdakwa berhenti mencabuli saksi korban namun terdakwa kembali
mengajak saksi korban Syahrul Bin Dodi Alias Arul melepas pakaiannya dan
menyuruhnya naik ketempat tidur dan setelah ditempat tidrur selanjutnya terdakwa
mengganjal pinggul saksi korban Syahrul Bin Dodi Alias Arul dengan bantal lalu
memasukkan penisnya kedalam anus saksi korban Syahrul Alias Arul hingga
terdakwa merasa puas dan menumpahkan air maninya/ spermannya diatas tempat
tidur.
Setelah terdakwa mencabuli/mensodomi kedua saksi korban tersebut
selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Syahrul Bin Dodi Alias
Arul sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu para saksi korban pulang
kerumahnya.
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Primair
Bahwa Ia terdakwa SALMAN Alias SALAMA Bin KUTA, sejak dari tahun
2014 hingga pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015, pada hari Minggu tanggal
27 Desember 2015 dan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul
19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain yang sudah tidak dapat
diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat didalam kamar
rumah milik terdakwa dan di kebun salak belakang SDN 157 Cakke yang beralamat
di kampong Cakke Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
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atau setidak-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Enrekang telah “dengan sengaja melakukan kekerasan,
atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin Basuki,
Haryanto Maroni Alias Anto, Muh. Arif Alias Asep Bin Johari, Aiman Wijaksana
Alias Aiman Bin Jisman, Syahrul Bin Dodi Alias Arul, Jefriansyah Alias Feri Bin
Ridwan, Riaxa Riyadi Bin supriyadi dan saksi korban Muh. Faathir Bin suprianto
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang kesemuanya
masih tergolong anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 243/CS/IST/I/2005, atas nama Muh. Fadlan Basuki yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Drs. Muh Yamin selaku Kepala Bagian Catatan Sipil Kabupaten
Enrekang tertanggal 17 Januari 2005, Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 6555/CS/IST/XII/2003, atas namaHaryanto Maroni Alias Anto yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Suparman, P. SH. selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 17 Desember 2003,
Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LT-29042012-0002, atas
nama Muh. Arif Alias Asep Bin Johari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.
Erry Tan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk
Wondama tertanggal 04 April 2011, Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar atas nama
Aiman Wijaksana yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mudman selaku Kepala
Sekolah SD Negeri 157 Cakke, Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 3894/CS/VII/2008, atas nama Syahrul Bin Dodi Alias Arul yang dibuat dan
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ditanda tangani oleh Drs. Muh Yamin selaku Kepala Bagian Catatan Sipil Kabupaten
Enrekang tertanggal 21 Juli 2008, Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 7316-LT-30062014-0016, atas nama Ryaxa Ryadi yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Harwan Sawati, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 30 Juni 2014 dan Surat Pencatatan Sipil
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 313/CS/I/2006, atas nama Muhammad Faathir yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Muh. Yamin selaku Kepala Bagian Catatan Sipil
Setda Kabupaten Enrekang tertanggal 23 Januari 2006 yang dilakukan secara
berulang-ulang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, dilakukan terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada tahun 2014 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat
diingat lagi dengan pasti, sekitar pukul 19.30 Wita, ketika itu saksi korban
Jefriansyah Alias Feri Bin Ridwan masih duduk dibangku kelas 6 SD, berada di
Sekolah Dasar Negeri (SDN) 157 Cakke, kemudian terdakwa SALMAN alias
SALAMA bin KUTA memanggil saksi korban Jefriansyah alias Feri ke
rumahnya dengan mengatakan  “sini ko!” sehingga saksi korban Jefriansyah alias
Feri menuju ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban
masuk kedalam kamar lalu mengunci pintu;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi korban telah berada didalam kamar
selanjutnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “Cuma kamu
yang saya suka” sambil membuka celana saksi korban lalu menarik dan
membaringkan saksi korban diatas tempat tidur kemudian mengganjal pinggul
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saksi korban dengan bantal selanjutnya memasukkan alat kelamin (penis) nya
kedalam anus saksi korban;
- Bahwa setelah Penis terdakwa berhasil masuk kedalam Anus saksi korban
selanjutnya terdakwa mendorong Penisnya secara keluar masuk dan berulang-
ulang kedalam Anus saksi korban yang membuat saksi korban merasa kesakitan;
- Bahwa oleh karena saksi korban merasa kesakitan sehingga saksi korban
berusaha untuk melepaskan/mengeluarkan Penis terdakwa dari anusnya dengan
cara menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga akhirnya Penis terdakwa keluar
dari Anus saksi korban;
- Bahwa  ketika Penis terdakwa telah keluar dari anus saksi korban, terdakwa
hendak memasukkan lagi Penisnya kedalam anus saksi korban  namun saksi
korban menolaknya karena merasa sakit pada anusnya lalu saksi korban bangun
kemudian mengambil dan memakai celananya kembali, setelah itu terdakwa
memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu
Rupiah);
- Selanjutnya pada tahun 2015 yang hari, tanggal, bulan dan waktunya juga sudah
tidak dapat diingat lagi dengan pasti ketika itu saksi korban  Muh. Arif Johari
alias Asep bin Johari murid kelas IV Sekolah Dasar bersama saksi korban Aiman
Wijaksana alias Aiman bin Jisman murid kelas III Sekolah Dasar sedang makan
di kantin sekolahnya yakni SDN 157 Cakke, sedangkan terdakwa sedang bekerja
disekolah tersebut, kemudian terdakwa melihat kedua saksi korban lalu
memanggilnya dengan mengatakan “sini ko dulu!” lalu kedua saksi korban
44
mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “mau ko uang ?” sehingga
saksi korban Aiman Wijaksana alias Aiman bin Jisman menjawabnya dengan
mengatakan “iya” selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Aiman
Wijaksana alias Aiman bin Jisman bersama saksi korban Muh. Arif Johari alias
Asep bin Johari menuju ke kebun salak yang berada di belakang Sekolah Dasar
Negeri 157 Cakke tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa bersama kedua saksi korban tersebut sampai dikebun
salak selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Aiman Wijaksana alias
Aiman bin Jisman membuka celananya namun saksi korban Aiman Wijaksana
alias Aiman bin Jisman menolaknya sehingga terdakwa kembali membujuk saksi
korban Aiman Wijaksana alias Aiman bin Jisman dengan mengatakan “mau ko
kah uang ?” dan akhirnya saksi korban Aiman Wijaksana alias Aiman bin Jisman
mau membuka celananya;
- Bahwa ketika saksi korban Aiman Wijaksana Alias Aiman Bin Jisman telah
melepaskan celananya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban
membungkukkan badan sambil membelakangi terdakwa sedangkan terdakwa
berdiri dari arah belakang saksi korban sambil memasukkan kepala penisnya ke
lubang dubur / Anus saksi korban lalu menggoyang-goyangkangnya, tak lama
kemudian selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban Muh. Arif Alias asep
bin Johari namun saksi korban mengatakan “mauki apa ?” lalu terdakwa
menjawabnya dengan mengatakan “buka sajami ra, maukokah uang?” sehingga
korban Muh. Arif Alias Asep saat itu juga membuka celananya selanjutnya
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terdakwa menyuruh saksi korban membungkukkan badan sambil membelakangi
terdakwa sedangkan terdakwa berdiri dari arah belakang saksi korban sambil
memasukkan kepala Penisnya ke lubang dubur/ Anus saksi korban lalu
mengangkat saksi korban dan menggoyangkan-goyangkan Penisnya, hal tersebut
membuat anus saksi korban terasa sakit sehingga saksi korban berontak dan
langsung menghindari terdakwa dan memakai celananya kembali;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli kedua saksi korban tersebut selanjutnya
terdakwa memberikan uang kepada kedua saksi korban masing-masing sebesar
Rp 50.000,- (lima puluh rupiah);
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 dan pada hari minggu
tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa yang saati itu
sedang duduk ditangga rumahnya melihat saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin
Basuki, saksi korban Haryanto Marini Alias Anto dan saksi korban Riaxi Riyadi
Bin Supriyadi datang ke rumahnya sehingga terdakwa langsung mengajak para
saksi korban tersebut masuk kedalam kamar tidurnya dan setelah diddalam
kamar, pertama-tama terdakwa menyuruh saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin
Basuki naik k tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban
Fadlan hingga telanjang bugil selanjutnya terdakwa juga membuka pakaiannya
hingga telanjang lalu menyuruh saksi korban Muh. Fadlan untuk baring dan
mengganjal pinggul saksi korban dengan bantal, setelah itu terdakwa kemudian
memasukkan kepala Penisnya yang sudah tegang kedalan anus saksi korban
Fadlan, hal tersebut membuat anus saksi korban Fadlan Basuki berdarah;
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- Bahwa oleh karena saksi korban Muh. Fadlan basuki merasa tidak sanggup
menahan rasa sakit pada anusnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban
Haryanto Maroni Alias Anto yang saat itu juga berada di tempat tidur terdakwa
untuk membuka celananya dan setelah celana saksi korban Haryanto Maroni
Alias Anto terbuka selanjutnya terdakwa juga memasukkan kepala penisnya
yang masih dalam keadaan tegang ke dalam anus saksi korban Haryanto Maroni
Alias Anto, hal tersebut dilakukan terdakwa secara bergantian dan berpindah-
pindah terhadap kedua saksi korban sehingga terdakwa merasa puas dan
menumpahkan spermanya diatas seprei tempat tidurnya;
- Bahwa setelah mencabuli kedua saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa
memberikan uang kepada kedua saksi korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari berikutnya terdakwa kembali mencabuli/mensodomi saksi
korban Muh. Fadlan Basuki namun karena anus saksi korban masih sakit
sehingga terdakwa menyuruh saksi korban Muh. Fadlan Basuki untuk menhisa
penisnya kemudian menyuruh saksi korban Riaxa Riyadi Supriyadi untuk
menggocok-gocok penis terdakwa hingga air mani terdakwa keluar dan tumpah
diatas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa setelah mencabuli kedua saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa
memberikan uang kepada kedua saksi korban sebesar Rp 150.000,-(seratus lima
puluh ribu rupiah)  yang diterima oleh saksi korban Muh. Fadlan Basuki;
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- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Desember 2015, ketika itu saksi korban
Muh. Faathir Alias Fatir Bin Suprianto sedang bermain dilapangan Andi Liu
kemudian bertemu dengan saksi korban Syahrul Bin Dodi Alias Arul, saksi
korban Muh. Fadlan Basuki dan saksi Yusril kemudian saksi korban Muh.
Fadlan Basuki menceritakan hal yang telah dilakukan terdakwa terhadapnya
yang kemudian diberi imbalan berupa uang oleh terdakwa, sehingga pada saat itu
juga para saksi korban dan saksi langsung menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa selanjutnya saksi korban Syahrul Bin
Dodi Alias Arul memanggil terdakwa sehingga terdakwa langsung membuka
pintu rumahnya dan menyuruh para saksi korban dan saksi masuk kedalam
rumahnya selajutnya menuju kamar tidur terdakwa;
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa kemudian melepas celananya lalu
menyuruh saksi korban Muh. Faathir Alias Fatir Bin Suprianto membuka
celananya dan naik ketempat tidur namun saksi korban Muh. Faathir menolaknya
sehingga terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan “ayomi ra”
kemudian saksi korban menjawabnya “tidak mauka sakit” namun terdakwa
menjawabnya lagi dengan mengatakan “tidak ji na sakit” sehingga saksi korban
naik ketempat tidur terdakwa;
- Bahwa setelah ditempat tidur selanjutnya terdakwa menyuruh sasi korban
berbaring dan setelah saksi korban baring kemudian terdakwa mulai
memasukkan kepala penisnya yang sudah tegang kedalam anus saksi korban
namun saksi korban Muh. Faathir merasa kesakitan dengan mengatakan “tidak
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mauka, sudahmi, sakit, mauka pulang” sehingga terdakwa berhenti mencabuli
saksi korban namun terdakwa kembali mengajak saksi korban Syahrul Bin Dodi
Alias Arul melepas pakaiannya dan menyuruhnya naik ketempat tidur dan
setelah ditempat tidrur selanjutnya terdakwa mengganjal pinggul saksi korban
Syahrul Bin Dodi Alias Arul dengan bantal lalu memasukkan penisnya kedalam
anus saksi korban Syahrul Alias Arul hingga terdakwa merasa puas dan
menumpahkan air maninya/ spermannya diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli/mensodomi kedua saksi korban tersebut
selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Syahrul Bin Dodi
Alias Arul sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu para saksi
korban pulang kerumahnya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, dubur saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin
Basuki, Haryanto Maroni Alias Anto, Muh. Arif Alias Asep Bin Johari, Aiman
Wijaksana Alias Aiman Bin Jisman, Syahrul Bin Dodi Alias Arul, Jefriansyah
Alias Feri Bin Ridwan, Riaxa Riyadi Bin Supriyadi dan saksi korban Muh.
Faathir Bin Suprianto tampak mengerucut kea rah dalam akkibat penetrasi benda
tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 25, 23, 24,
22, 53, 52 dan 54, /PKM.A/Ver/II/2016, tertanggal 24 Februari 2016 dan tanggal
17 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramdhan selaku Dokter
pemeriksa pada Puskesmas Anggeraja, dengan hasil pemeriksaan :
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Kelainan Anus :
- Tidak ditemukan luka, tidak ada bengkak, tidak ditemukan tanda infeksi, tidak
ditemukan bekas goresan, tampak dubur mengerucut kearah dalam akibat
penetrasi benda tumpul.
Kesimpulan :
- Anus korban pernah kemasukan benda tumpul.
Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 76 E, Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Subsidair
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan pertama
diatas,  terdakwa SALMAN Alias SALAMA Bin KUTA, telah dengan sengaja
melakukan pencabulan terhadap saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin Basuki,
Haryanto Maroni Alias Anto, Muh. Arif Alias Asep Bin Johari, Aiman Wijaksana
Alias Aiman Bin Jisman, Syahrul Bin Dodi Alias Arul, Jefriansyah Alias Feri Bin
Ridwan, Riaxa Riyadi Bin supriyadi dan saksi korban Muh. Faathir Bin suprianto
yang kesemuanya masih tergolong anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan
Akta Kelahiran Nomor 243/CS/IST/I/2005, atas nama Muh. Fadlan Basuki yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Muh Yamin selaku Kepala Bagian Catatan Sipil
Kabupaten Enrekang tertanggal 17 Januari 2005, Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 6555/CS/IST/XII/2003, atas namaHaryanto Maroni Alias Anto
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yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suparman, P. SH. selaku Pelaksana Tugas
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 17
Desember 2003, Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LT-
29042012-0002, atas nama Muh. Arif Alias Asep Bin Johari yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Drs. Erry Tan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 April 2011, Buku Laporan Penilaian Hasil
Belajar atas nama Aiman Wijaksana yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mudman
selaku Kepala Sekolah SD Negeri 157 Cakke, Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 3894/CS/VII/2008, atas nama Syahrul Bin Dodi Alias Arul yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Muh Yamin selaku Kepala Bagian Catatan Sipil
Kabupaten Enrekang tertanggal 21 Juli 2008, Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 7316-LT-30062014-0016, atas nama Ryaxa Ryadi yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Harwan Sawati, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 30 Juni 2014 dan Surat Pencatatan
Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 313/CS/I/2006, atas nama Muhammad Faathir
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Muh. Yamin selaku Kepala Bagian Catatan
Sipil Setda Kabupaten Enrekang tertanggal 23 Januari 2006, dilakukan terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada tahun 2014 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat
diingat lagi dengan pasti, sekitar pukul 19.30 Wita, ketika itu saksi korban
Jefriansyah Alias Feri Bin Ridwan masih duduk dibangku kelas 6 SD, berada di
Sekolah Dasar Negeri (SDN) 157 Cakke, kemudian terdakwa SALMAN alias
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SALAMA bin KUTA memanggil saksi korban Jefriansyah alias Feri ke rumahnya
dengan mengatakan  “sini ko!” sehingga saksi korban Jefriansyah alias Feri
menuju ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk
kedalam kamar lalu mengunci pintu;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi korban telah berada didalam kamar
selanjutnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “Cuma kamu yang
saya suka” sambil membuka celana saksi korban lalu menarik dan membaringkan
saksi korban diatas tempat tidur kemudian mengganjal pinggul saksi korban
dengan bantal selanjutnya memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam anus
saksi korban;
- Bahwa setelah Penis terdakwa berhasil masuk kedalam Anus saksi korban
selanjutnya terdakwa mendorong Penisnya secara keluar masuk dan berulang-
ulang kedalam Anus saksi korban yang membuat saksi korban merasa kesakitan;
- Bahwa oleh karena saksi korban merasa kesakitan sehingga saksi korban berusaha
untuk melepaskan/mengeluarkan Penis terdakwa dari anusnya dengan cara
menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga akhirnya Penis terdakwa keluar dari
Anus saksi korban;
- Bahwa  ketika Penis terdakwa telah keluar dari anus saksi korban, terdakwa
hendak memasukkan lagi Penisnya kedalam anus saksi korban  namun saksi
korban menolaknya karena merasa sakit pada anusnya lalu saksi korban bangun
kemudian mengambil dan memakai celananya kembali, setelah itu terdakwa
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memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu
Rupiah);
- Selanjutnya pada tahun 2015 yang hari, tanggal, bulan dan waktunya juga sudah
tidak dapat diingat lagi dengan pasti ketika itu saksi korban  Muh. Arif Johari alias
Asep bin Johari murid kelas IV Sekolah Dasar bersama saksi korban Aiman
Wijaksana alias Aiman bin Jisman murid kelas III Sekolah Dasar sedang makan di
kantin sekolahnya yakni SDN 157 Cakke, sedangkan terdakwa sedang bekerja
disekolah tersebut, kemudian terdakwa melihat kedua saksi korban lalu
memanggilnya dengan mengatakan “sini ko dulu!” lalu kedua saksi korban
mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “mau ko uang ?” sehingga
saksi korban Aiman Wijaksana alias Aiman bin Jisman menjawabnya dengan
mengatakan “iya” selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Aiman Wijaksana
alias Aiman bin Jisman bersama saksi korban Muh. Arif Johari alias Asep bin
Johari menuju ke kebun salak yang berada di belakang Sekolah Dasar Negeri 157
Cakke tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa bersama kedua saksi korban tersebut sampai dikebun
salak selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Aiman Wijaksana alias Aiman
bin Jisman membuka celananya namun saksi korban Aiman Wijaksana alias
Aiman bin Jisman menolaknya sehingga terdakwa kembali membujuk saksi
korban Aiman Wijaksana alias Aiman bin Jisman dengan mengatakan “mau ko
kah uang ?” dan akhirnya saksi korban Aiman Wijaksana alias Aiman bin Jisman
mau membuka celananya;
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- Bahwa ketika saksi korban Aiman Wijaksana Alias Aiman Bin Jisman telah
melepaskan celananya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban
membungkukkan badan sambil membelakangi terdakwa sedangkan terdakwa
berdiri dari arah belakang saksi korban sambil memasukkan kepala penisnya ke
lubang dubur / Anus saksi korban lalu menggoyang-goyangkangnya, tak lama
kemudian selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban Muh. Arif Alias asep bin
Johari namun saksi korban mengatakan “mauki apa ?” lalu terdakwa menjawabnya
dengan mengatakan “buka sajami ra, maukokah uang?” sehingga korban Muh.
Arif Alias Asep saat itu juga membuka celananya selanjutnya terdakwa menyuruh
saksi korban membungkukkan badan sambil membelakangi terdakwa sedangkan
terdakwa berdiri dari arah belakang saksi korban sambil memasukkan kepala
Penisnya ke lubang dubur/ Anus saksi korban lalu mengangkat saksi korban dan
menggoyangkan-goyangkan Penisnya, hal tersebut membuat anus saksi korban
terasa sakit sehingga saksi korban berontak dan langsung menghindari terdakwa
dan memakai celananya kembali;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli kedua saksi korban tersebut selanjutnya
terdakwa memberikan uang kepada kedua saksi korban masing-masing sebesar Rp
50.000,- (lima puluh rupiah);
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 dan pada hari minggu
tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa yang saati itu
sedang duduk ditangga rumahnya melihat saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin
Basuki, saksi korban Haryanto Marini Alias Anto dan saksi korban Riaxi Riyadi
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Bin Supriyadi datang ke rumahnya sehingga terdakwa langsung mengajak para
saksi korban tersebut masuk kedalam kamar tidurnya dan setelah diddalam kamar,
pertama-tama terdakwa menyuruh saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin Basuki
naik ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban Fadlan
hingga telanjang bugil selanjutnya terdakwa juga membuka pakaiannya hingga
telanjang lalu menyuruh saksi korban Muh. Fadlan untuk baring dan mengganjal
pinggul saksi korban dengan bantal, setelah itu terdakwa kemudian memasukkan
kepala Penisnya yang sudah tegang kedalan anus saksi korban Fadlan, hal tersebut
membuat anus saksi korban Fadlan Basuki berdarah;
- Bahwa oleh karena saksi korban Muh. Fadlan basuki merasa tidak sanggup
menahan rasa sakit pada anusnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban
Haryanto Maroni Alias Anto yang saat itu juga berada di tempat tidur terdakwa
untuk membuka celananya dan setelah celana saksi korban Haryanto Maroni Alias
Anto terbuka selanjutnya terdakwa juga memasukkan kepala penisnya yang masih
dalam keadaan tegang ke dalam anus saksi korban Haryanto Maroni Alias Anto,
hal tersebut dilakukan terdakwa secara bergantian dan berpindah-pindah terhadap
kedua saksi korban sehingga terdakwa merasa puas dan menumpahkan spermanya
diatas seprei tempat tidurnya;
- Bahwa setelah mencabuli kedua saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa
memberikan uang kepada kedua saksi korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah);
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- Selanjutnya pada hari berikutnya terdakwa kembali mencabuli/mensodomi saksi
korban Muh. Fadlan Basuki namun karena anus saksi korban masih sakit sehingga
terdakwa menyuruh saksi korban Muh. Fadlan Basuki untuk menhisa penisnya
kemudian menyuruh saksi korban Riaxa Riyadi Supriyadi untuk menggocok-
gocok penis terdakwa hingga air mani terdakwa keluar dan tumpah diatas tempat
tidur terdakwa
- Bahwa setelah mencabuli kedua saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa
memberikan uang kepada kedua saksi korban sebesar Rp 150.000,-(seratus lima
puluh ribu rupiah)  yang diterima oleh saksi korban Muh. Fadlan Basuki;
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Desember 2015, ketika itu saksi korban
Muh. Faathir Alias Fatir Bin Suprianto sedang bermain dilapangan Andi Liu
kemudian bertemu dengan saksi korban Syahrul Bin Dodi Alias Arul, saksi korban
Muh. Fadlan Basuki dan saksi Yusril kemudian saksi korban Muh. Fadlan Basuki
menceritakan hal yang telah dilakukan terdakwa terhadapnya yang kemudian
diberi imbalan berupa uang oleh terdakwa, sehingga pada saat itu juga para saksi
korban dan saksi langsung menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa selanjutnya saksi korban Syahrul Bin Dodi
Alias Arul memanggil terdakwa sehingga terdakwa langsung membuka pintu
rumahnya dan menyuruh para saksi korban dan saksi masuk kedalam rumahnya
selajutnya menuju kamar tidur terdakwa;
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa kemudian melepas celananya lalu
menyuruh saksi korban Muh. Faathir Alias Fatir Bin Suprianto membuka
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celananya dan naik ketempat tidur namun saksi korban Muh. Faathir menolaknya
sehingga terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan “ayomi ra”
kemudian saksi korban menjawabnya “tidak mauka sakit” namun terdakwa
menjawabnya lagi dengan mengatakan “tidak ji na sakit” sehingga saksi korban
naik ketempat tidur terdakwa;
- Bahwa setelah ditempat tidur selanjutnya terdakwa menyuruh sasi korban
berbaring dan setelah saksi korban baring kemudian terdakwa mulai memasukkan
kepala penisnya yang sudah tegang kedalam anus saksi korban namun saksi
korban Muh. Faathir merasa kesakitan dengan mengatakan “tidak mauka,
sudahmi, sakit, mauka pulang” sehingga terdakwa berhenti mencabuli saksi
korban namun terdakwa kembali mengajak saksi korban Syahrul Bin Dodi Alias
Arul melepas pakaiannya dan menyuruhnya naik ketempat tidur dan setelah
ditempat tidrur selanjutnya terdakwa mengganjal pinggul saksi korban Syahrul Bin
Dodi Alias Arul dengan bantal lalu memasukkan penisnya kedalam anus saksi
korban Syahrul Alias Arul hingga terdakwa merasa puas dan menumpahkan air
maninya/ spermannya diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli/mensodomi kedua saksi korban tersebut
selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Syahrul Bin Dodi
Alias Arul sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu para saksi
korban pulang kerumahnya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, dubur saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin
Basuki, Haryanto Maroni Alias Anto, Muh. Arif Alias Asep Bin Johari, Aiman
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Wijaksana Alias Aiman Bin Jisman, Syahrul Bin Dodi Alias Arul, Jefriansyah
Alias Feri Bin Ridwan, Riaxa Riyadi Bin Supriyadi dan saksi korban Muh. Faathir
Bin Suprianto tampak mengerucut kea rah dalam akkibat penetrasi benda tumpul
sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 25, 23, 24, 22, 53, 52
dan 54, /PKM.A/Ver/II/2016, tertanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 17 April
2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramdhan selaku Dokter pemeriksa
pada Puskesmas Anggeraja, dengan hasil pemeriksaan :
Kelainan Anus :
- Tidak ditemukan luka, tidak ada bengkak, tidak ditemukan tanda infeksi, tidak
ditemukan bekas goresan, tampak dubur mengerucut kearah dalam akibat
penetrasi benda tumpul.
Kesimpulan :
- Anus korban pernah kemasukan benda tumpul.
Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 292 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada majelis Hakim
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1) Menyatakan terdakwa Salman Alias Salama Bin Kuta, telah terbukti bersalah
secara sah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
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perbuatan cabul, yang dilakukan secara berulang-ulang atau berlanjut” melanggar
pasal 76 E, Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan
2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Salman alias Salama bin Kuta,
dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa
dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahanan dan denda Rp.
60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
5. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana
pencabulan dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr berdasarkan beberapa
pertimbangan hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat
dakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa atau
Penuntut Umum. Maka hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang
dituduhkan terbukti atau tidak. Oleh karena itu, dalam perkara ini telah di
identifikasikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :
1). Keterangan saksi-saksi yaitu: Muh. Fadlan Basuki bin Basuki, Haryanto alias
Anto, Muh. Arif Johari alias Asep bin Johari, Aiman Wikajasa, Sahrul bin Doni
alias Arul, Jefriansyah alias Jefri bin Ridwan, Muh. Faathir alias Fatir bin
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Supriyanto, Yusril Syam bin Maliki alias Uccil, Muh. Dilham Anugrah bin Idris,
Fahrul bin Faisal, Basuki Bambang bin Bambang, Rahman, S.Pd.
2). Keterangan terdakwa yaitu: Salman alias Salama bin Kuta.
3). Surat Visum Et Repertum nomor : 25, 23, 24, 22, 53, 52 dan 54,
/PKM.A/Ver/II/2016, tertanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 17 April 2016.
Selain alat bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis. Adapun
pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 76 E jo 82 ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan fakta – fakta hukum di
persidangan.
Unsur – unsur yang terdapat pada Pasal 76 E jo 82 ayat (1) Undang-Undang
RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 sebagai berikut:
(1) Setiap orang
(2) Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
(3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang
sebagai satu perbuatan berlanjut.
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Ad.1. unsur “setiap orang” ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang
mempunyai hak dan kewajiban yang mampu dibebani pertanggung jawaban pidana
yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut surat dakwaan jaksa penuntut
umum dan dapat dipertanggung jawaban sebagai pelaku dari perbuatannya itu;
Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan terdakwa di
persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai
dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 16 mei 2016, hal mana terdakwa
telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan
dihubungkan pula dengan ketarangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama
lainnya saling bersesuaian dan berkaitan;
Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia
sehat jasmani rohani oleh karena itu menurut majelis hakim bahwa terdakwa
termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur
setiap orang telah terpenuhi ;
Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk
anak ;
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat altenatif apabila salah satu sub unsur
terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah terdakwa melakukan pencabulan
secara sadar akan akibatnya apabila perbuatan tersebut dilakukan;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi
seseorang dengan cara iming-iming sehingga seseorang menuruti kehendak si
pembujuk, sedangkan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas)
tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,sebagaimana dikuatkan dengan
akte kelahiran masing-masing para saksi korban yang menyatakan bahwa muh.fadlan
basuki lahir pada tanggal 26 agustus 2003, saksi haryanto manori alias anto lahir 30
agustus 2003,saksi muh.arif lahir 21 mei 2003,saksi muh.fahrul faisal lahir 1 januari
2005,saksi riaxa riyadi lahir 15 agustus 2004,saksi syahrul lahir 6 januari 2007,dan
saksi muh.fathir 29 september 2005;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa hasil visum et repertum yang diajukan kepersidangan maka diporoleh fakta
anus para saksi korban tersebut pernah kemasukan benda tumpul sedangkan saksi
korban sahrul alias arul bin dodi di temukan robek pada anus arah jam 10 akibat
penetrasi benda tumpul;
Menimbang, bahwa para saksi korban mau disodomi oleh terdakwa karena
terdakwa terlebih dahulu mengiming-imingi untuk diberikan uang apabila telah
disodomi oleh terdakwa dan iming-iming terdakwa tersebut, sehingga para saksi
korban mau disodomi meskipun ada yang merasa sakit ;
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis
Hakim unsur ini telah terpenuhi ;
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Ad. 3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”
Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta
Visum et Repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
Menimbang, dalam pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa adanya
perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan yang sejenis yang
dilakukan oleh seseorang akan tetapi perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan
terlarang yang sama ;
Menimbang, bahwa benar sejak tahun 2014 sampai tahun 2015, terdakwa
pernah menyodomi saksi korban Muh. Fadlan Basuki bin Basuki, Muh. Arif alias
Asep bin Johari, Haryanto Maroni alias Anto, Aiman bin Jasmin, Syahrul bin Dodi
alias Arul, Jefriansyah alias Feri Ridwan, Riaxa Riyadi bin Supriadi dan saksi Muh.
Fathir bin Suprianto, saksi korban tersebut adalah masih anak sekolah yang sekarang
disekolah di SDN 157 Cakke ;
Bahwa benar setelah saksi korban disodomi oleh terdakwa selanjutnya
terdakwa memberikan uang kepada para saksi korban;
Bahwa berawal pada tahun 2014 sekitar pukul 19.30 wita, saksi korban
Jefriansyah alias Feri bin Ridwan sedang berada disekolah, selanjutnya terdakwa
memanggil saksi korban tersebut dengan mengatakan “siniko” sehingga waktu itu
saksi korban menuju kerumah terdakwa ;
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Bahwa sesampainya saksi korban dirumah terdakwa tersebut, terdakwa
mengajak saksi korban masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa langsung
mengunci pintu rumahnya ;
Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi korban didalam rumahnya,
terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan merayu saksi korban
dengan mengatakan “Cuma kamu yang saya suka” sambil membuka celana saksi
korban serta menarik dan membaringkannya diatas tempat tidur milik terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut , maka unsur ini
telah terpenuhi ;
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Pasal 76
E jo 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat
(1) KUHP, dalam dakwaan pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi
oleh perbuatan terdakwa maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya oleh karena itu terdakwala
haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan
pada diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan
pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana atas perbuatannya maka kepada terdakwa harus dihukum sesuai dan setimpal
atas perbuatannya ;
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Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan
terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
kepada terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka untuk
menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku majelis akan mempertimbangkan adanya
2 syarat pemidanaan yakni :
1. Syarat adanya perbuatan pidana ;
2. Syarat adanya kesalahan ;
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal 81 ayat
(2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam
surat dakwaan  Jaksa Penuntut Umum maka syarat adanya perbuatan pidana telah
terpenuhi ;
Menimbang, bahwa apakah pada diri terdakwa terdapat unsur kesalahan
sebagai unsur pertanggung jawaban pidananya, maka akan dipertimbangkan sebagai
berikut ;
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa benar ia telah
melakukan sodomi terhadap para saksi korban, yang mengakibatkan anus para saksi
korban kesakitan dikarenakan pernah kemasukan benda tumpul, sedangkan saksi
korban Sahrul alias Arul bin Dodi ditemukan robek pada anus arah jam 10 akibat
penetrasi benda tumpul ;
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Menimbang, akibat dari sodomi yang dilakukan oleh terdakwa yang
mengakibatkan dubur saksi korban Muh. Fadlan Basuki Bin Basuki, Haryanto
Maroni Alias Anto, Muh. Arif Alias Asep Bin Johari, Aiman Wijaksana Alias Aiman
Bin Jisman, Syahrul Bin Dodi Alias Arul, Jefriansyah Alias Feri Bin Ridwan, Riaxa
Riyadi Bin Supriyadi dan saksi korban Muh. Faathir Bin Suprianto tampak
mengkerucut kearah dalam akibat penetrasi benda tumpul sebagaimana diterangkan
dalam Visum Et Repertum nomor : 25, 23, 24, 22, 53, 52 dan 54, /
PKM.A/Ver/II/2016, tertanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 17 April 2016 yang
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramdhan selaku Dokter pemeriksa pada
Puskesmas Anggeraja, dengan hasil pemeriksaan :
Kelainan Anus :
- Tidak ditemukan luka, tidak ada bengkak, tidak ditemukan tanda infeksi, tidak
ditemukan bekas goresan, tampak dubur mengerucut ke arah dalam akibat
penetrasi benda tumpul.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa
tidak ada alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP maka
dengan pertimbangan tersebut unsur kesalahan telah terpenuhi pula ;
Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping
membawa manfaat bagi masyarakat umum yang terpenting adalah diharapkan agar
membawa manfaat dan sangat berguna pula bagi terdakwa itu sendiri oleh karena itu
penjatuhan pidana tidaklah bertujuan untuk duka nestapa bagi terdakwa melainkan
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dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat
kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan
bekal kesadaran sebagai manusia yang berharkat ditengah masyarakat ;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana yang adil dan
setimpal dengan perbuatan terdakwa maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :
- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar norma agama ;
- Bahwa para saksi korban merasa malu baik kepada teman-temannya dan
terutama pada keluarga ;
- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena terdakwa mengatakan
bahwa ia suka sama laki-laki ;
Hal-hal yang meringankan :
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
Memperhatikan pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang
bersangkutan khususnya pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun
2014, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
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B. Kesesuaian Putusan Hakim Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016
Dengan didasarkan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala
aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional,
khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara,
inilah yang menjadi alasan pembentukan Undang-Undang 23 Tahun 2002.1 Lahirnya
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak serta merta memberikan
perlindungan yang maksimal terhadap anak dari segala hak-haknya agar  dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan banyak aduan kekerasan
pada anak pada tahun 2010, yaitu terdapat  171 kasus pengaduan yang diterima dan
sebanyak 67,8% terkait dengan kasus kekerasan. Bahkan pada Tahun 2007 tercatat
terdapat 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk pada Komisi Nasional  Perlindungan
Anak (Komnas Anak) yang dimana sebanyak 1.160 kasus atau 61.8%  adalah kasus
sodomi anak.2 Hal ini menjadi indikator bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap Perlindungan Anak
dalam arti menyeluruh (komprehensif). Pemerintah dituntut untuk lebih aktif dalam
memenuhi hak-hak anak, sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
1 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pelatihan aparat penegak hukum tentang perlindungan anak,
(Jakarta : KPAI) h.20.
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia
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sebagai revisi pertama dari undang-undang perlindungan Anak diharapkan mampu
menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.
Dari tabulasi data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun
2015 hingga 2016 menunjukkan angka kejahatan terhadap anak mengalami
penurunan.3 Sehingga Undang-Undang 35 Tahun 2014 dianggap telah memberikan
dampak yang positif namun tidak berarti permasalahan pada anak telah tuntas.
Maraknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, tenaga
pendidik, guru agama, tenaga medis dan lainnya membuat tidak adanya tempat yang
aman untuk anak dalam berkembang. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian
disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai langkah serius
pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Adanya beberapa perbaikan dan
penambahan pasal, terutama lebih memberatkan sanksi pada pelaku diharapkan dapat
memberikan efek jera dan juga sebagai bentuk perlindungan yang maksimal terhadap
anak.
Dalam kasus putusan nomor 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr hakim memberikan
putusan berdasarkan unsur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Bunyi dalam pasal 82
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E
dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
3 www.KPAI.go.id dikases pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 02.05 Wita.
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Sedangkan dalam pasal 76E Undang-Undang 35 Tahun 2014 berbunyi :
“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pada pasal 82
terdapat tambahan 6 ayat, sehingga pasal 82 Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2016
terdiri dari 8 ayat dengan ketentuan sebagai berikut :
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E
dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh
anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,
atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selain terhadap pelakusebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah
dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal
76E.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan
korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,
penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban
meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4)
dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi
elektronik.
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan
pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.
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Sehingga jika hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
pada perkara dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr maka seharusnya pasal
yang digunakan adalah pasal 82 ayat (4). Menurut penulis penggunaan pasal 82 ayat
(4) berdasarkan pada perbuatan terdakwa yang telah terbukti dalam persidangan
melakukan tindak pidana pencabulan sesuai dengan subtansi dari pasal 76E Undang-
Undang 17 Tahun 2016, dan juga fakta yang terungkap dalam persidangan adanya
lebih dari satu korban, yaitu Muh. Fadlan Basuki bin Basuki, Haryanto alias Anto,
Muh. Arif Johari alias Asep bin Johari, Aiman Wikajasa, Sahrul bin Doni alias Arul,
Jefriansyah alias Jefri bin Ridwan, Muh. Faathir alias Fatir bin Supriyanto, sehingga
unsur menimbulkan korban lebih dari satu orang seharusnya terpenuhi. Jaksa
Penuntut Umum dalam tuntutannya memohon kepada majelis hakim untuk
menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, jika penggunaan pasal 82
ayat (4) digunakan maka masa penahanan terdakwa ditambah 4 tahun sesuai 1/3
(sepertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
C. Analisis Penulis
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan
perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka
terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan
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serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki
pertimbangan yuridis dan non yuridis.
Pertimbangan yuridis terdiri dari :
a. Dakwaan
b. Keterangan saksi
c. Keterangan terdakwa
d. Alat bukti
e. Pasal-pasal yang dilanggar
Sedangkan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang
perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari
perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana
yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan
mengaitkan keyakinan itu dengan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat
menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan
dengan sumber dari segala hukum yakni pancasila. Putusan hakim harus
memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan
putusan,hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban
(dampak dari korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.
Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan berfokus pada putusan
serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka penulis
melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan, namun adanya kendala
dikarenakan hakim yang bersangkutan telah pindah tugaskan ke tempat lain. Oleh
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karena itu penulis hanya melakukan wawancara kepada hakim yang pernah
menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu Ibu Iin Rumalean :
“Beliau memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan, yaitu
pertimbangan yuridis yang berupa surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan
terdakwa, alat bukti, dan pasal-pasal yang disangkakan. Selain pertimbangan yuridis,
terdapat pula pertimbangan hakim dari segi filosofis, psikologis dan sosiologis.
Pertimbangan tersebut dibutuhkan oleh hakim agar memberikan kejelian dalam
menggali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dapat memberikan
keadilan bagi seluruh pihak”.4
Merujuk pada Putusan yang diteliti oleh penulis dan berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan yang disertai alat bukti yang sah yang didapatkan
selama persidangan berlangsung memutuskan terdakwa Salman alias Salama bin
Kuta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan terhadap anak.
Menurut penulis dalam memeriksa dan mengadili harus dilakukan secara
cermat dan teliti, sesuai dengan perundang-undangan yang terkait dan harus
berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis maupun fakta persidangan dan mengacu
pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dengan memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan tersebut seorang hakim didalam putusannya diharapkan
bisa memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Namun didalam salinan putusan, penulis menemukan kekeliruan dalam
pencantuman pasal yang dijatuhkan oleh hakim, karena tidak terdapat kesesuaian
antara pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan pasal yang jatuhkan oleh
4 Iin Rumalean (35 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Enrekang. Pada tanggal 15 November 2017.
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hakim. Di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan
alternative yaitu Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 292 KUHP Jo Pasal 64
ayat (1) KUHP sedangkan di dalam putusannya hakim menjatuhkan Pasal 81 ayat (2)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP
namun unsur pasal dalam amar putusan hakim tetap menggunakan pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang RI  Nomor 35 Tahun 2014, sehingga penulis berkesimpulan bahwa
hakim kurang profesional (Unprofesional) dalam mengadili perkara putusan Nomor
38/Pid.Sus/2016/PN.Enr. Menurut penulis kekeliruan dalam penulisan pasal oleh
majelis hakim adalah suatu kesalahan yang sangat fatal, karena ini adalah
menyangkut Hak Asasi Manusia. Salah satu hakim di Pengadilan Negeri Enrekang,
yaitu Ibu Iin Rumalean juga sependapat dengan penulis.5
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai revisi kedua dari Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang 23 Tahun 2002 memberikan
perincian pidana yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya, penambahan
sanksi pokok maupun sanksi tambahan pidana diharapkan bisa memberikan efek jera
kepada pelaku tindak pidana terhadap anak. Namun Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 maupun Undang-Undang sebelumnya serta peraturan lainnya belum
mengenal istilah sodomi. Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal
5 Iin Rumalean (35 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Enrekang. Pada tanggal 15 November 2017
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istilah persetubuhan dan pencabulan, sehingga kasus sodomi dikenakan dengan pasal-
pasal tentang pencabulan yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-
undangan diluar KUHP.6 Menurut penulis pengaturan tindak pidana sodomi
seharusnya dibuat dalam bentuk peraturan sendiri yang berbeda dari persetubuhan
dan pencabulan.
Dalam ancaman sanksi pidana pada Pasal 81 ayat (5) dan ayat (7) yang bisa
pelaku tindak pidana persetubahan kepada anak dapat diberikan sanksi pidana mati
atau penjara seumur hidup dan pelaksanaan kebiri kimia tidak ditemukan pada Pasal
82 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Menurut
penulis, tindak pidana pencabulan tidak kalah bahayanya dengan tindak pidana
persetubuhan dengan anak. Karena anak adalah penerus bangsa yang memiliki peran
penting dalam pembangunan nasional, baik anak yang berjenis kelamin laki-laki
maupun perempuan. Sehingga penulis berpendapat pemberian sanksi hukuman mati
dan pemberian kebiri kimia juga harus diberikan kepada pelaku tindak pidana
pencabulan.
6 Hutabarat, Agustin L. 2013. Sodomi, Tindak Pidana atau Bukan?. www.hukumonline.com
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
pada kasus putusan No. 38/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Enr, yaitu pertimbangan
yuridis : surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti
dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non yuridis yang
terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa saat
melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain
yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Dalam perkara Nomor Putusan 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr menjatuhkan pasal
82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tetapi dalam Undang-
Undang 17 Tahun 2016 seharusnya dasar hukum yang digunakan yaitu pasal
82 ayat (4).
B. Implikasi
1. Bagi Peneliti
Agar kiranya proses dan hasil penelitian ini dapat menambah
pengetahuan ilmiah yang berharga sehingga dapat meningkatkan pengetahuan
khususnya gambaran pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan
terhadap anak.
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2. Bagi Institusi
Agar kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
informasi dan referensi keilmuan dalam hal pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.
Diharapkan hasil penelitian ini tidak dianggap sebagai pajangan nantinya, atau
sekedar dilihat sebagai dokumen yang tidak penting. Sama halnya dengan
hasil penelitian sebelum-sebelum kami, saya harap ada solusi untuk
penyimpanan hasil penelitian ini agar nantinya dapat berguna bagi orang
banyak.
3. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan dijadikan
sebagai referensi dan bahan rujukan pengetahuan untuk meningkatkan
khazanah keilmuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, penulis mengharapkan agar
masyarakat tidak terpengaruh untuk melakukan suatu tindak pidana
khususnya tindak pidana pencabulan.
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